
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1401, 2017 KEMENAKER. Tata Kearsipan. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA KEARSIPAN  

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseragaman dan kelancaran 

pelaksanaan kegiatan kearsipan di Kementerian 

Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penataan kearsipan 

sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi; 

  b.  bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor PER.10/MEN/VI/2008 tentang Tata Laksana 

Kearsipan di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu 

disempurnakan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata 

Kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
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  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta 

Pembentukkan Rancangan Peraturan Menteri di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 

  7.  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 622); 

       

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA 

KEARSIPAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Tata Kearsipan adalah kegiatan pengelolaan Arsip sejak 

diterima, diproses, disimpan, sampai dengan disusutkan.  

2. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan 

meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan 

pengelolaan Arsip dalam sistem kearsipan, yang 

didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan 

sarana, serta sumber daya lainnya.  

3. Arsip Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya 

disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa 

dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.  

4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan 

dan disimpan selama jangka waktu tertentu.  

5. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan 

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional 

Kementerian Ketenagakerjaan, tidak dapat diperbarui 

dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.  

6. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya 

tinggi dan/atau terus menerus.  

7. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya 

telah menurun. 

8. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan karena memiliki nilai guna 

kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan 

dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional 

Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.  
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9. Sentralisasi dalam Kebijakan adalah kewenangan 

mengatur dan menetapkan pembakuan sistem kearsipan 

organisasi kearsipan, penyelenggaraan Tata Kearsipan, 

pembinaan sistem dan sumber daya manusia kearsipan, 

sosialisasi kearsipan, pelindungan dan penyelamatan 

Arsip, konsultasi kearsipan, kerjasama kegiatan 

kearsipan, standardisasi sarana dan prasarana, dan 

pengawasan pelaksanaan Tata Kearsipan.  

10. Desentralisasi dalam Pelaksanaan adalah kegiatan 

kearsipan dari unit kerja lingkup Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan 

kearsipan meliputi pengurusan dan pengendalian naskah 

dinas, penyimpanan Arsip, pemeliharaan Arsip, dan 

penyusutan Arsip.  

11. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan Arsip yang 

disusun secara logis dan sistematis berdasarkan 

kesamaan urusan kegiatan organisasi serta berfungsi 

sebagai pedoman pemberkasan dan penemuan kembali.  

12. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah 

pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis 

berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang 

ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan 

negara, publik, dan perorangan. 

13. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian 

pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari 

kewenangan hukum dan otoritas legal di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempermudah 

pemanfaatan Arsip. 

14. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 

adalah daftar yang berisi paling sedikit jangka waktu 

penyimpanan atau retensi, jenis Arsip dan keterangan 

yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis 

Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan 

yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan 

penyelamatan Arsip.  

15. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah 

Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit 
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Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang 

tidak memiliki nilai guna dan penyerahan Arsip Statis 

kepada lembaga kearsipan yaitu Arsip Nasional Republik 

Indonesia.  

16. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di 

bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan 

formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan 

serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab 

melaksanakan kegiatan kearsipan.  

17. Pengelola Arsip adalah sumber daya manusia yang diberi 

tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan di 

bidang kearsipan.  

18. Autentikasi adalah proses validasi untuk pengesahan 

suatu dokumen.  

19. Tata Usaha Pengolah adalah unit ketatausahaan di Unit 

Pengolah.  

20. Kode Klasifikasi adalah tanda pengenal urusan suatu 

dokumen dari klasifikasi yang telah ditetapkan.  

21. Indeks adalah tanda pengenal utama suatu dokumen 

untuk membedakan antara berkas satu dengan lainnya 

dalam suatu kode/masalah yang berfungsi sebagai 

penemuan kembali arsip.  

22. Berkas adalah himpunan arsip yang disusun 

berdasarkan kesamaan jenis (seri), kesamaan masalah 

(rubrik) atau kesamaan urusan/kegiatan (dosir).  

23. Kartu Tunjuk Silang adalah kartu pelengkap indeks yang 

berfungsi untuk mempertemukan keterangan yang 

berbeda tetapi sama artinya dan yang berbeda tetapi 

saling berkaitan.  

24. Penemuan Kembali adalah suatu cara untuk 

memudahkan menemukan kembali Arsip yang 

dibutuhkan dengan cepat, tepat, dan akurat.  

25. Daftar Arsip adalah daftar yang berisi susunan teratur 

butir Berkas sesuai dengan seri Arsip yang harus 

disimpan sementara, dimusnahkan, atau diserahkan ke 

Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Arsip Statis.  
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26. Penilaian Arsip adalah proses kegiatan evaluasi Arsip dari 

aspek substansi informasi, fungsi, dan karakteristik fisik 

serta menentukan waktu kapan suatu Arsip harus 

disusutkan berdasarkan nilai guna. 

27. Pencipta/Unit Pencipta Arsip adalah pihak yang 

mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan 

fungsi, tugas, dan tanggung jawab mengelola Arsip 

Dinamis. 

28. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Kementerian 

Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan 

kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.  

29. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Pencipta Arsip 

yang mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab 

dalam Penyelenggaraan Kearsipan.  

30. Kementerian adalah Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Ketenagakerjaan. 

31. Menteri adalah menteri ketenagakerjaan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terciptanya 

keseragaman dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan 

kearsipan di seluruh unit kerja Kementerian.  

 

Pasal 3 

Tata Kearsipan Kementerian menerapkan asas: 

a. sentralisasi; dan  

b. desentralisasi. 

 

Pasal 4 

(1) Sentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

a merupakan penetapan kebijakan kearsipan yang 

dilakukan secara terpusat.  

(2) Sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi:  
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a. pembakuan sistem kearsipan;  

b. pembinaan sistem dan sumber daya manusia 

kearsipan;  

c. standardisasi sarana dan prasarana; dan 

d. pengawasan pelaksanaan Tata Kearsipan.  

 

Pasal 5 

(1) Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b merupakan pelaksanaan kebijakan kearsipan 

yang dilakukan di masing-masing Unit Pengolah. 

(2) Desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. pengurusan dan pengendalian naskah dinas;  

b. pemberkasan Arsip Aktif; 

c. penyimpanan Arsip;  

d. pengelolaan Arsip Vital; dan 

e. menyiapkan pemindahan Arsip Inaktif. 

 

Pasal 6 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. organisasi kearsipan; 

b. pengelolaan Arsip Dinamis; dan 

c. pembinaan dan pengawasan. 

 

BAB II 

ORGANISASI KEARSIPAN 

 

Pasal 7 

(1) Organisasi kearsipan Kementerian dilaksanakan oleh 

Unit Kearsipan. 

(2) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Unit Kearsipan I berada di lingkungan Sekretariat 

Jenderal yang dilaksanakan oleh Biro Umum; 

b. Unit Kearsipan II berada di tingkat Eselon I yang 

dilaksanakan oleh bagian umum masing-masing 

Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/ 
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Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan 

c. Unit Kearsipan III berada di tingkat Eselon II berada 

di Biro/Pusat/Direktorat/Inspektorat/ Sekretariat 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi/Unit Pelaksana 

Teknis Pusat (UPTP) yang dilaksanakan oleh sub 

bagian Tata Usaha/sub bagian umum. 

(3) Bagan Alur Operasional Kearsipan tercantum dalam 

Format 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 8 

Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2) huruf a mempunyai tugas:  

a. menyusun kebijakan berupa Norma, Standar, Prosedur, 

dan Kriteria (NSPK) bidang kearsipan Kementerian;  

b. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi 

kearsipan Kementerian; 

c. mengarahkan dan mengendalikan surat masuk dan surat 

keluar Kementerian; 

d. mengelola Arsip Inaktif Kementerian;  

e. mengolah Arsip Inaktif menjadi informasi; 

f. melakukan pengembangan sistem kearsipan berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi;  

g. melakukan penyiapan pemusnahan Arsip Kementerian 

yang tidak bernilai guna lagi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

h. melakukan penyelamatan Arsip melalui kegiatan 

penyerahan Arsip Statis ke Arsip Nasional Republik 

Indonesia;  

i. melakukan pengelolaan dan pengamanan Arsip Vital 

Kementerian; dan 

j. melakukan program alih media untuk kepentingan 

pencadangan (back up) dan pelayanan Arsip. 

 

Pasal 9 

Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2) huruf b mempunyai tugas:  
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a. mengurus dan mengendalikan Arsip Aktif;  

b. menyusun daftar arsip Aktif berupa daftar Berkas dan isi 

Berkas; 

c. mengarahkan dan mengendalikan surat masuk dan surat 

keluar sesuai dengan kewenangannya; 

d. mengolah dan menyajikan Arsip Inaktif menjadi 

informasi; 

e. menyusun daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan ke 

Unit Kearsipan I; dan 

f. melakukan pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan I.  

 

Pasal 10 

Unit Kearsipan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2) huruf c mempunyai tugas:  

a. mengelola dan menyimpan Arsip Aktif;  

b. membuat daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan ke 

Unit Kearsipan II; 

c. mengarahkan dan mengendalikan surat masuk dan surat 

keluar sesuai dengan kewenangannya; 

d. mengelola dan membuat daftar Arsip Inaktif bagi UPTP; 

e. menerima, menyimpan, dan melakukan pengelolaan 

Arsip Inaktif dari Unit Pengolah di UPTP;  

f. mengolah dan menyajikan Arsip menjadi informasi;  

g. melakukan koordinasi dengan Unit Kearsipan I dalam 

rangka pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai 

guna; dan 

h. melakukan koordinasi dengan Unit Kearsipan I dalam 

rangka penyelamatan dan penyerahan Arsip Statis. 

 

Pasal 11 

(1) Unit Pengolah terdiri atas:  

a. tingkat Kementerian berada pada masing-masing 

unit Eselon I;  

b. tingkat Eselon I berada pada masing-masing unit 

Eselon II;  

c. tingkat Eselon II berada pada masing-masing unit 

Eselon III; dan  
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d. tingkat Eselon III berada pada masing-masing unit 

Eselon IV.  

(2) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas:  

a. mengolah dan memproses Naskah Dinas 

berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi 

kewenangannya;  

b. memberkaskan, menyimpan, memelihara dan 

mengamankan Arsip Aktif sebagai Berkas kerja;  

c. menyusun daftar Arsip Aktif yaitu daftar Berkas dan 

daftar isi Berkas; 

d. menyusun daftar Berkas yang memuat nomor 

Berkas, Kode Klasifikasi, uraian isi informasi Arsip, 

tahun, jumlah, dan keterangan;  

e. menyusun daftar isi Berkas yang memuat nomor 

Berkas, Kode Klasifikasi, nomor item Arsip, uraian 

isi informasi Arsip, tanggal, jumlah, dan keterangan; 

f. memindahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan sesuai 

dengan jenjangnya berdasarkan ketentuan pada 

JRA; dan 

g. pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan 

dilakukan dengan penataan fisik Arsip, menyusun 

daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dan berita 

acara pemindahan Arsip Inaktif. 

 

 BAB III  

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 

 

Pasal 12 

Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi kegiatan: 

a. penciptaan Arsip; 

b. penggunaan Arsip; 

c. pemeliharaan Arsip; dan 

d. penyusutan Arsip. 
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Bagian Kesatu 

Penciptaan Arsip 

 

Pasal 13 

(1) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a meliputi kegiatan pembuatan Arsip dan 

penerimaan Arsip. 

(2) Pembuatan dan penerimaan Arsip dilaksanakan 

berdasarkan pada tata naskah dinas, Klasifikasi Arsip, 

Klasifikasi Keamanan Arsip, dan Klasifikasi Akses Arsip 

Dinamis yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

Bagian Kedua 

Penggunaan Arsip 

 

Pasal 14 

(1) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 huruf b diperuntukan bagi kepentingan pemerintahan 

dan masyarakat yang berhak. 

(2) Pimpinan Unit Pengolah bertanggungjawab terhadap 

pengelolaan, ketersediaan Arsip Aktif, dan Arsip Vital. 

(3) Untuk kepentingan akses Arsip Dinamis dapat dilakukan 

alih media. 

(4) Penggunaan Arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi 

keamanan Arsip dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis. 

 

Pasal 15 

(1) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 mencakup kegiatan pelayanan peminjaman Arsip Aktif 

dan Arsip Inaktif.  

(2) Penggunaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan di pusat Berkas (central file) pada 

setiap Unit Pengolah.  

(3) Penggunaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan di pusat Arsip (records center) untuk 

melayani seluruh Unit Pengolah berdasarkan daftar Arsip 

Inaktif yang dipindahkan sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan.  

(4) Proses pengamanan Arsip dilakukan melalui pengisian 

formulir peminjaman Arsip dan pencatatan buku agenda 

peminjaman Arsip dengan menggunakan contoh format 

formulir peminjaman berkas/arsip dan buku agenda 

peminjaman berkas/arsip tercantum dalam Format 2 dan 

Format 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga 

Pemeliharaan Arsip 

 

Pasal 16 

Pemeliharaan Arsip Dinamis dilakukan melalui kegiatan: 

a. pemberkasan Arsip Aktif; 

b. penataan Arsip Inaktif; 

c. penyimpanan Arsip; dan  

d. alih media Arsip.  

 

Paragraf 1 

Pemberkasan Arsip Aktif 

 

Pasal 17 

(1) Pemeliharaan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab Unit 

Pengolah. 

(2) Pemeliharaan Arsip Aktif dilakukan melalui kegiatan 

pemberkasan dan penyimpanan Arsip. 

 

Pasal 18 

(1) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 huruf a dilakukan terhadap Arsip yang dibuat 

dan diterima. 

(2) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi Arsip 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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(3) Pemberkasan Arsip Aktif menghasilkan tertatanya fisik 

dan informasi Arsip serta tersusunnya Daftar Arsip Aktif. 

(4) Pemberkasan Arsip Aktif dilakukan oleh Unit Pengolah 

dan dapat dibentuk pusat berkas (central file) sesuai 

dengan lingkup kerjanya.  

(5) Daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas dengan 

menggunakan contoh Format 4 Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Paragraf 2 

Penataan Arsip Inaktif 

 

Pasal 19 

(1) Pemeliharaan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab Unit 

Kearsipan. 

(2) Kegiatan pemeliharaan Arsip Inaktif meliputi kegiatan 

penataan dan penyimpanan. 

 

Pasal 20 

(1) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (2) dilakukan berdasarkan asas asal usul 

dan asas aturan asli. 

(2) Asas asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan asas yang dilakukan untuk menjaga Arsip 

tetap terkelola dalam satu kesatuan Pencipta Arsip 

(provenance), tidak dicampur dengan Arsip yang berasal 

dari Pencipta Arsip lain. 

(3) Asas aturan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan asas yang dilakukan untuk menjaga Arsip 

tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original 

order) atau sesuai dengan pengaturan ketika Arsip masih 

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pencipta Arsip. 
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Pasal 21 

(1) Penataan Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan dilaksanakan 

melalui kegiatan: 

a. pengaturan fisik Arsip; 

b. pengolahan informasi Arsip; dan 

c. penyusunan daftar Arsip Inaktif. 

(2) Daftar Arsip Inaktif paling sedikit memuat: 

a. Pencipta Arsip; 

b. Unit Pengolah; 

c. nomor Arsip; 

d. Kode Klasifikasi; 

e. uraian isi informasi Arsip; 

f. kurun waktu; 

g. jumlah; dan  

h. keterangan. 

(3) Penataan dan pembuatan Daftar Arsip Inaktif menjadi 

tanggung jawab Kepala Unit Kearsipan. 

(4) Daftar Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menggunakan contoh Format 6 sampai dengan Format 

10 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Paragraf 3 

Penyimpanan Arsip 

 

Pasal 22 

(1) Penyimpanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 huruf c dilakukan terhadap Arsip Aktif dan Arsip 

Inaktif yang sudah didaftar dalam Daftar Arsip. 

(2) Penyimpanan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab 

pimpinan Unit Pengolah. 

(3) Penyimpanan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab 

kepala Unit Kearsipan. 

(4) Penyimpanan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif dilaksanakan 

untuk menjamin keamanan fisik dan informasi Arsip 

selama jangka waktu penyimpanan Arsip berdasarkan 

JRA. 
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(5) Penyimpanan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menggunakan contoh folder berkas keluar, 

lembaran keluar, tickler file, filing cabinet, sekat 

berkas/arsip tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(6) Penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menggunakan contoh boks arsip, label boks 

arsip, rak arsip bergerak (roll o’pact), rak arsip tidak 

bergerak, lemari peta tercantum dalam Format 11 sampai 

dengan Format 15 Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Paragraf 4 

Alih Media Arsip 

 

Pasal 23 

(1) Alih media Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi 

Arsip dan nilai informasi.  

(2) Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk 

kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Alih media Arsip diautentikasi oleh pimpinan Pencipta 

Arsip dengan memberikan tanda tertentu yang melekat 

pada Arsip hasil alih media. 

(4) Pelaksanaan alih media dilakukan dengan membuat 

berita acara yang disertai dengan Daftar Arsip yang 

dialihmediakan. 

(5) Daftar Arsip yang dialihmediakan menggunakan contoh 

format tercantum dalam Format 16 Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 24 

Pengelolaan arsip elektronik dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 25 

(1) Arsip Vital mencakup kegiatan identifikasi, perlindungan 

dan pengamanan, serta penyelamatan dan pemulihan.  

(2) Pemeliharaan Arsip Vital menjadi tanggung jawab 

pimpinan Unit Pengolah. 

(3) Perlindungan dan pengamanan, serta penyelamatan dan 

pemulihan Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilaksanakan: 

a. Unit Kearsipan I untuk Arsip Vital terkait Barang 

Milik Negara Kementerian; dan 

b. Unit Pengolah pada tingkat Eselon II dan Eselon III 

tertentu untuk arsip Vital non-Barang Milik Negara 

Kementerian. 

(4) Daftar Arsip Vital dan penyimpanan Arsip Vital 

menggunakan contoh Format 17 dan Format 18 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Keempat 

Penyusutan Arsip 

 

Pasal 26 

(1) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf d dilakukan berdasarkan JRA. 

(2) Penyusutan Arsip mencakup kegiatan: 

a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit 

Kearsipan sesuai dengan jenjang Unit Kearsipan 

yang ada di Kementerian; 

b. pemusnahan Arsip yang telah habis masa retensinya 

dan sudah tidak memiliki nilai guna dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

c. penyerahan Arsip Statis ke Arsip Nasional Republik 

Indonesia.  

(3) Pemindahan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan 

memperhatikan bentuk dan media Arsip melalui 

kegiatan: 
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a. penyeleksian Arsip Inaktif; 

b. pembuatan Daftar Arsip Inaktif yang akan 

dipindahkan; dan 

c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan. 

(4) Daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan contoh 

format daftar arsip yang dipindahkan dan berita acara 

pemindahan arsip tercantum dalam Format 19 sampai 

dengan Format 21 Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 27 

(1) Pelaksanaan pemusnahan Arsip menjadi tanggung jawab 

Unit Kearsipan Kementerian. 

(2) Pemusnahan Arsip ditetapkan oleh Menteri. 

 

(3) Pemusnahan Arsip dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. pembentukan tim Penilaian Arsip; 

b. melakukan penyeleksian Arsip; 

c. pembuatan Daftar Arsip usul musnah; 

d. meminta persetujuan pimpinan Pencipta Arsip; 

e. mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan 

Arsip oleh Kementerian ke Arsip Nasional Republik 

Indonesia; dan 

f. penetapan Arsip yang akan dimusnahkan; dan 

g. pelaksanaan pemusnahan. 

(4) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menggunakan contoh format daftar arsip usul musnah 

dan berita acara pemusnahan arsip tercantum dalam 

Format 22 dan Format 23 Lampiran II  

(5) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

. 
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Pasal 28 

(1) Pelaksanaan pemusnahan Arsip: 

a. dilakukan secara total hingga tidak dikenali lagi fisik 

dan informasinya; 

b. disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) pejabat di 

bidang hukum atau pengawasan Kementerian; dan 

c. disertai penandatanganan berita acara yang memuat 

daftar Arsip yang dimusnahkan. 

(2) Pembentukan panitia penilai ditetapkan oleh pimpinan 

Pencipta Arsip. 

(3) Panitia penilai paling sedikit memuat: 

a. pimpinan Unit Kearsipan; 

b. pimpinan Unit Pengolah yang Arsipnya akan 

dimusnahkan; dan  

c. Arsiparis/pelaksana kearsipan. 

(4) Arsip yang tercipta dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pemusnahan Arsip wajib disimpan oleh Pencipta Arsip 

dan diperlakukan sebagai Arsip Vital. 

 

Pasal 29 

(1) Penyerahan Arsip dilakukan terhadap Arsip yang: 

a. memiliki nilai guna kesejarahan; 

b. telah habis masa retensinya; dan 

c. berketerangan permanen sesuai dengan JRA 

Kementerian. 

(2) Arsip Statis yang diserahkan merupakan Arsip yang 

autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. 

(3) Prosedur penyerahan Arsip Statis: 

a. penyeleksian dan penyusunan Daftar Arsip usul 

serah oleh Arsiparis di Unit Kearsipan; 

b. penilaian oleh panitia penilai Arsip; 

c. pemberitahuan kepada Arsip Nasional Republik 

Indonesia terkait dengan penyerahan Arsip; 

d. verifikasi Arsip oleh Arsip Nasional Republik 

Indonesia; 
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e. penetapan Arsip yang akan diserahkan oleh Menteri; 

dan 

f. pelaksanaan penyerahan Arsip Statis. 

(4) Arsip yang tercipta dalam rangka kegiatan penyerahan 

Arsip wajib disimpan oleh Pencipta Arsip dan 

diperlakukan sebagai Arsip Vital. 

(6) Penyerahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menggunakan contoh format daftar arsip usul serah dan 

berita acara penyerahan tercantum dalam Format 24 dan 

Format 25 Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

 

Pasal 30 

Pembinaan kearsipan dilakukan untuk meningkatkan mutu 

Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian secara 

berkesinambungan.  

 

Pasal 31 

Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

dilakukan oleh: 

a. Sekretaris Jenderal Kementerian untuk pembinaan Tata 

Kearsipan di satuan kerja Kementerian; dan 

b. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal, Sekretaris 

Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Sekretaris 

Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Pusat untuk pembinaan tata kearsipan di lingkup satuan 

kerja masing-masing.  
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Pasal 32 

Pembinaan kearsipan dapat dilakukan melalui:  

a. bimbingan dan konsultasi; 

b. sosialisasi dan fasilitasi;  

c. pengembangan jabatan fungsional Arsiparis; dan  

d. pendidikan dan pelatihan Kearsipan; dan 

e. kegiatan pembinaan lainnya. 

  

Pasal 33 

Pengembangan jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan dan menjadi 

tanggung jawab Sekretaris Jenderal. 

 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

 

Pasal 34 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kearsipan dilakukan 

oleh Sekretaris Jenderal dan Unit Kearsipan secara berjenjang 

sesuai dengan kewenangannya. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 35 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.10/MEN/VI/2008 tentang Tata Laksana Kearsipan 

di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; dan 

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 

KEP.487/SJ/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Tata Laksana Kearsipan di Lingkungan Departemen 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 35 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Oktober 2017  

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

   

ttd. 

 

M. HANIF DHAKIRI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Oktober 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

  

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -22- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-23- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -24- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-25- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -26- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-27- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -28- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-29- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -30- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-31- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -32- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-33- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -34- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-35- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -36- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-37- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -38- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-39- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -40- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-41- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -42- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-43- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -44- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-45- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -46- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-47- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -48- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-49- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -50- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-51- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -52- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-53- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -54- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-55- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -56- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-57- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -58- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-59- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -60- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-61- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -62- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-63- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -64- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-65- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -66- 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-67- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -68- 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-69- 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -70- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-71- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -72- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-73- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -74- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-75- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -76- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-77- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -78- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-79- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -80- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-81- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -82- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-83- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -84- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 
-85- 

www.peraturan.go.id



2017, No.1401 -86- 

 

www.peraturan.go.id


